
SKR IPS I

WIDYAWATI BOEDININGSIH

SUATU TINJAUAN KHUSUS TERHADAP 
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ATAU 

GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA 

DIKAITKAN DENGAN PASAL 28 
UNDANG UNDANG DASAR 1945

FAKULTAS HUKUM 
UNTVERSITAS AIRLANGGA 

1985

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN KHUSUS ... WIDYAWATI BOEDININGSIH



SUAOT TINJAUAN KHUSUS TERHADAP KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK 
ATAU GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK - 
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 28 UNDANG UNDANG DASAR 19^5

S K R I P S I

OLEH
WIDYAWATI BOEDININGSIH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
S U R A B A Y A  

1985

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN KHUSUS ... WIDYAWATI BOEDININGSIH



H u x u n  T ^ „ (

SUAOT TINJAUAN KHUSUS TERHADAP KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK 
ATAU GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK - 
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 28 UNDANG UNDANG DASAR 19̂ +5

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELEHGKAPI TUGAS 

DAN MEMENUHI SYARAT - SYARAT UNTUK 
MEN CAPAl GELAR SARJANA HUKUM

OLEE
WIDYAWATI BOEDININGSIH 

038010831

FAKUL.TAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
S U R A B A Y A  

1985

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN KHUSUS ... WIDYAWATI BOEDININGSIH



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan raea syukur Alhamduillah ke - 
hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan. Rahmat, Taufik 
sierta Hidayafanya kepada saya* sehingga. saya dapat me - 
nyelesaikan Skripsi ini*.

Dengan. mengarabil Judul ,rSuatu Tinjauan KHusus. Ter- 
hadap Keanggotaaa Partai Politik Atau Golongan Karya - 
Bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ", Penyusun- 
an Skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan kewajiban 
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, karena itu. harapan saya agar sum- 
bangan pikiran ini dapat bermanfaat bagi mereka yang - 
menggunakan Stydy Hukum Administrasi Negara, khususnya 
mengenai Kepegawaian .

Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima 
kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat : 
l.ibu Tatiek Sri Djatmiati, SH. selaku Dos,en Pembimbing 

dan Do sen. Penguji yang dengan sabar membimbing saya - 
ditengah - tengah kesibukan Beliau*

2.bapak Harjono, SH. ,Mc*L dan bapak E*Sudjatmoko, SH, 
selaku Dosen Penguji.

3*.rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat saya s:ebutkan 
satu persatu* sehingga saya. dapat menyelesaika® -
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3«Skripsi ini.
luayah, ibuku yang telah. mengasuh, mendidik, membimbittg 
dan memberikan dorongan sehingga say a dapat berhasil 
menyele6aikaa Skripsi ini> itmga kepada. kedua orang- - 
adikta yang turut. serta membantu 6 ay a dalam menyelesai 
kan Skripsi.

5*keluarga Menur 11/37 Surabaya* yang telah banyak mem- 
berikaa bantuannya baik tenaga maupun. pikirannya* se- 
bingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga amal baik. dari semua. pihak yang telah mera- 
berikan bantuannya* mendapat balasan. yang sesuai dari 
Allab SWT..

Surabaya, 1985 

Penulis-.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN KHUSUS ... WIDYAWATI BOEDININGSIH



DAFTAR ISI

Haiamaa
KATA PENGANTAR . . .. ............ . . . . . . .  iii
DAFTAR ISI .. . . ............—  V
BAB' I PENDAHULUAN

1* Latar Belakaag dan Permasalahannya 1 
2. Penjelasan Judul . . . . . .  .. . . 5
3* Alasan Pemilihan Judul......... 6

Tu juaiL Penulisan . . • • • • • • •  6
5# Metodologi • ?
6* Sistematika dan Pertanggung jawabato 8 

BAB II KORPRI SEBAGAI WADAH PEGAWAI NEGERI SIPIL- 
DALAM HITBUNGANNYA DENGAN PARTAI. POLITIK 
DAJL GOLONGAN KARYA
1* Sekilas Tinjauam Tentang Korpri . . 11 
2. Hubungan Korpri Dengan. Partai Po

litik . .............. . 20
BAB III KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN 

KARYA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
1. Yang Berhak / Bolek Untuk Menjadi 

Anggota Partai Politik. dan Golongan.
Karya . . .  . . .  ... * . . . .  • 25

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN KHUSUS ... WIDYAWATI BOEDININGSIH



Halanan
2. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam

Partai Politik dan GoLongaifc Karya . 35 
BAB: IV PEJABAT YANG BERWEKANG DAK SAMS I

1,. Pejabat Yang Berwenang » » * • • • *  • ii3 
2. Adakabi Sanksi Bag! Pejatoat Yang Ber- 

Wenairg Bila Melampaui Bata® Waktunya 
Dalam Hal Meaberikan Izin if7

BAB V PENUTUP
1* Kesimpulan........ ............. k9

2. * . Sarani » • . » » • • • • • • » ' • «  ^

DAFIAR MCAAN 
LAMPIRAK - LAMPIRAK

Surat Edaran Kepala Bad an Adminis;trasi Ke- 
pegawaiam Negara tang gal 9 Agu&tus; 19?6 
No*06/SE/1976 tentang KeamggotaaiL Pegawai 
Negeri Sipil. dalam Partai Politik. atau 
Golongam Karya

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN KHUSUS ... WIDYAWATI BOEDININGSIH



B A B I 
P E N D A H U L U A  N

l.Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusaimya
Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka ke« 

dudukan dan peranan. pegawai negeri adalah penting dan me- 
nemtukan, karena pegawai adalah urtsur aparatur negara - 
unituk menyelenggarakan pemerintahan. dan pembangunan dal am 
rangka usaha untuk mettcapai tujuan nasional.

Tujuan nasional seperti termaksud didalam Pembukas- 
an Undang Undang Dasar 1%5 ialah : melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan selurah tampah darah Indonesia dan 
memajukan kesejahteraan umum* mencerdaskan kehidupan bang 
sa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar- 
kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan nasional ter
sebut, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluae-luas 
nya kepada setiap warga negaranya untuk dapat memperoleh 
pekerjaan, baik diperusahaan-perusahaan swasta, ataupun 
diperusahaan-perusahaan milik negara / pemerintah.
Dengait memberikan kesempatan tersebut pada setiap warga 
masyarakat, untuk‘.memperoleh dan mendapatkan pekerjaan,maka 
dengan demikian Pemerintah tidak saja bisa mewujudkan ter- 
capaiaya tujuan nasional tersebut, tetapi juga bisa dapat

1
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lebik meningkatkan. taraf kehidupan dari warganya aedikit 
demi aedikit daripada kehidupanzrya semula* Disamping itu 
Pemerintainpum memberikan kesempatan kepada setiap warganya 
untuk menigabdikan dirinya kepada Pemerintah, bangsa dan 
negara melalui pekerjaannya masing-masing,

Dengaa tercapainya kesemuanya itu, maka akan segera 
tercapailah tujuan nasional tersebut melalui pembangunan 
nasiomal, yang dite.tapkan dalam Garis-garis; Besar Haluart 
Negara- yang bertujuan : "Untuk mewujudkan- suatu masyarakat 
yang adil dan makmur yang merata materil. dan sprituil ber- 
dasarkan Pancasila . . • .1

Untuk mencapainya; semua itu, maka setiap orang di-. 
dalam negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan dan 
hak yang sama, dalam mempergunakan haknya, yang dijandn- 
sepenuteya oleh. Undang-undang, baik itu hak untuk memper- 
oleh pekerjaan, hak untuk menjadi anggotsu dari partai po- 
litik dani golongan- karya ataupun terhadap hak. - hak yang 
lainnya*

Pada hakekatnya pegawai negeri sipil adalah ter- 
diri dari rakyat Indonsia yang memperoleh kesempatan untuk 
menjadi pegawai negeri sipil.

^ Ketetapan^ketetapaai MPR RI 198% Sinar Wijaya, 
Surabaya, h.5̂ f*
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Sebagai rakyat, balk sebagai pegawai negeri atau- 
pun tldak, porlu untuk mendapatkan pendidikanCdibidang - 
politik, agar sebagai rakyat la makin sadar terhadap hak 
dan kewajibannya sebagai warga negara, demi tercapainya 
tujuon naeionals'serta adanya suatu masyarakat yang mampu 
dan cakap dibidang politik, sehingga lebih mampu didalam 
menggunakan hak-haknya tersebut terutama dal am bidang po
litik dengan sebaik-baiknya*

Bordasarkan pada pacol 28 Undang Undang Dasar 19*f5 
din ana negara menjarain keraerdekaan berserikat dan bcrkum- 
pul, nongeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan se 
bagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Bertitik tolak 
dari pasal inilah saya mencoba metnbahas peraasalahan ter- 
cebut dalam bentuk Skripsi.

Sebagai pegawai negeri didalam mempergunokan haknya 
dalan bidang politik, akan mengalami sedikit hambatan/rin- 
tangan didalan mempergunakan haknya tersebut, dan sebagai 
pegawai negeri untuk dapatnya mereka menggunakan haknya - 
dibidang politik, mereka harus melalui prosedur-prosedur 
yang tertantu yang berlaku untuknya sebagai pegawai negeri, 
yaitu melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 1985 tontang - 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 ten tang 
Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara -
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Rgpublik Indonesia Nomor.3285 ). dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 20 tahun 1976 ten tang Keanggotaan Pegawai Negeri - 
Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor Zf ) yang me - 
rupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 3 - 
tahua 1985 tersebut diatas.

Sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia - 
yang menjadi pegawai negeri sipil untuk dapat memperguna- 
kan haknya menjadi anggota partai politik ataupun golong
an karya harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang 
terdapat pada Undang-undang nomor 3 tahun 1985 dan peratur
an pelaksananya yang menyatakan bahwa : Pegawai Negeri Si
pil yang memegang jabatan tertentu untuk menjadi anggota 
partai politik atau golongan karya harus dengan seizin pe- 
jabat yang berwenang, dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
bukan memegang jabatan tertentu untuk menjadi anggota par
tai politik atau golongan karya harus dengan sepengetahuan 
pejabat yang berwenang.

Dari uraian diatas, maka ada beberapa permasalahan- 
permasalahan yaitu :
l.Sampai seberapa jauhkah peranan Korpri sebagai organisa- 

si Profesi dalam kehidupan politik bagi pegawai negeri - 
sipil ?

2.Bagaimanakah kedudukan pegawai negeri sipil dalam Partai-
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Politik dan Golongan. Karya ?
3*Sampai seberapa jauhkah peranan pejabat yang berwenang 

didalam hal memberikan izin ? dan Adakah sahksinya bagi 
pejabat tersebut bila dalam memberikan izin tersebut te- 
lah melampaui batas waktu yang ditetapkan ?

Untuk mengetahui pemecahan dari permasalahan terse- 
sebut diatas, akan saya uraikan pada bab-bab berikutnya.
2.Pen.ielasan Judul

Dengan melihat adanya perbedaan-perbedaan yang ter- 
dapat antara v/arga negara yang menjadi pegawai negeri khu- 
susnya pegawai negeri sipil dengan warga negara yang tidak 
menjadi pegawai negeri.

Dalam hal ini saya melihat permasalahan ini dengan 
menitik beratkan terhadap diri seorang pegawai negeri khu- 
susnya terhadap pegawai negeri sipil di Wilayah Pepublik 
Indonesia ini, didalam kaitannya dengan masalah keanggota- 
an Partai Politik dan Golongan Karya, baginya sebagai pe
gawai negeri sipil yang dikaitkan dengan pasal 28 Undang 
Undang Dasar 19&5»

Adapun yang dimaksudkan dengan pegawai negeri sipil 
disini, adalah pegawai negeri yang rumusannya/pengertian- 
nya berdasarkan pada pasal 1 huruf a Undang-undang nomor 
8 tahun 197^* yaitu :"Mereka yang setelah memenuhi syarat- 
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang
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berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas lain- 
nya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perun- 
dangan-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-un 
dangan yang berlaku .
^.Alasan Pemilihan Judul

Berdasarkan pada pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 > 
negara memberikan kebebasan bagi setiap warga negaranya 
untuk menggunakan hak-haknya terutama hak untuk menjadi - 
anggota partai politik atau golongan karya. Sebagai Warga- 
Negara dinegara Hepublik Indonesia, dibedakan aiitara V/arga 
Negara yang menjadi pegawai negeri dengan warga negara yang 
tidak menjadi pegawai negeri. Sebagai warga negara yang - 
menjadi pegawai negeri dengan yang tidak sebagai pegawai - 
negeri didalam menggunakan haknya untuk menjadi anggota - 
partai politik terdapat suatu perbedaan-perbedaan diantara 
keduanya. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, maka saya 
mencoba membahasnya dalam suatu bentuk Skripsi dengan me - 
ngambil judul :"Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Keanggotaan 
Partai Politik Atau Golongan Karya bagi Pegawai Negeri Si
pil Republik Indonesia dikaitkan dengan Pasal 28 Undang - 
Undang Dasar 1945•
/j-.Tu.iuan Penulisan

Tujuan dari Penulisan Skripsi ini adalah untuk dapat
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menyumbangkan sedlklt pomlklran saya dalam Ilmu Pengetahu- 
an# khusuazvya dalam bidang Hukum Adminlstrasi Negara yang 
menyangkut masalah kepegawaian, dan dlsaraplng ltu untuk 
meaenuhl persyaratan dan tugas-tugas untuk nencapal gelar 
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unlversltas Alrlancga.

Dalam penulisan Skrlpal lnl saya menyadarl, bahwa 
isl darl Skrlpsl ini mungkln belumlah memenuhl syarat-sya 
rat yang dlharapkan, balk darl segl tata bahasanya maupun 
darl segl penguraiannya* Namun demikian saya berharap klra 
nya penulisan skrlpsl lnl dapat dljadlkan bahan perbendaha 
haraan Ilmu Pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Hukum* 
5»Metodologl 
a*Somber data
Sumber data yang dipergunakan dalam pembahasan lnl <- 
addlab berdasarkan pada Study llteratur yang bertumpu 
pada buku-buku darl perpustakaan. Data kepustakaan - 
maksudnya a dal ah suatu data yang dlperoleh darl has 11 
pengumpulan bahan-bahan bacaan yaitu : llteratur- 
llteratur, buku-buku ilmiah, majalah-majalah llmiah* 
koran, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dlmana kesemuanya ada kaltannya dengan penulisan l 
skrlpsl dan permasalahannya* 

b»Prosedur pengumpulan dan pengolahan data
Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusun-
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b.an skripsi ditempuh melalui Study Kepustakaan, dari si- 
ni akan diperoleh bahan-bahan yang didapatkan dari mem- 
baca buku-buku Ilmu Pengetahuan, koran, majalah ilmiaBa, 
dan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya itu 
berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi - 
tersebut*

c.Analisa data 1
Dalam menganalisa data ini digunakan metoda deskriptif 
yang sifatnya analitis dengan mempertimbangkan hal-hal 
yang bersifat yuridis. Berdasarkan metode tersebut akan 
ditarik suatu kesirapulan serta saran.

6.Sistemmatika dan Pertanggung .iav/aban
Apabila kita akan mendirikan suatu bangunan, apakah 

itu berupa sebuah gedung ataukah yang lainnya, maka untuk 
mendapatkan bangunan yang memenuhi harapan, terlebih da- 
hulu haruslah dibuat rencana dasarnya, lengkap dengan pern- 
bagian dalam ruang-ruangannya. Demikian pula halnya apabila 
kita akan membuat suatu karangan/karya tulis ilmiah, baik 
yang berupa paper, skripsi ataupun yang lainnya.

Untuk lebih mudah memahami dan mengerti isi dan inti 
dari auatu karya tulis tersebut, haruslah dibuat secara - 
sistemmatis, sehingga merapermudah untuk memahami dan men- 
cerna secara keseluruhan isi yang terkandung didalamnya.

Demikian juga dengan skripsi ini, agar lebih mudah
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untuk memahami dan megerti permasalahannya dengan jelas, 
maka Skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5(lima| 
Bab secara garis besarnya, yang terdiri dari t Bab I ada- 
lah Pendahuluan yang membahao mengenai pokok-pokok isi 
dari skripsi yang terdiri dari latar belakang perm as al ah- 
an, penjelasan judul, alaean ^emiliham Judul, tujuan pe
nulisan, metodologi, sistematika dan pertanggung jawaban* 
Bab II mengenai Korpri sebagai Wadah Pegawai Negeri Sipil 
dalam hubungannya dengan Partai Politik dan Golongan Kar
ya, yang terbagi dalam sub bab antara lain : SekHas tin- 
jauan tentang Korpri, pengertian, tujuan dan latar bela- 
lakang terbentuknya Korps Pegawai Republik Indonesia,ke
anggotaan Korpri dan Hubungan Korpri dengan Partai Politik 
dan Golongan Karya# Sedang Bab III akan dibahas mengenai- 
Keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya dinegara - 
Republik Indonesia yang terdiri dari yang berhak/boleh 
untuk menjadi anggota Partai Politik dan Golongan Karya, 
serta kedudukan pegawai negeri sipil dalam Partai Politik 
dan Golongan Karya. Bab IV diuraikan mengenai pejabat yang 
berwenang untuk memberikan izin' bagi pegawai negeri sipil 
yang ingin menjadi anggota partai politik dan golongan - 
karya serta adanya sanksi bagi pejabat yang berwenang ter
sebut bila dalam memberikan izin itu telah melampaui batas 
traktu yang telah ditentukan/ditetapkan, dan sebagai
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penutup adalah Bab V yang akan membahas; mengenai kesimpul- 
an dan s&ran*.

Alaeazt saya meletakkan Gab-bab tersebut diatas, se
cara sistemmatlka adalah. : pada Bab I - sebagaimana dalam 
hal pembuatan suatu karya ilmiah, terlebih dahnlu harus: 
menjelaskan tentang latar belakang dari suatu permasalahan. 
yang akan; dltulis^ maka dari itu saya meletakkan Bab I - 
sebagai pemdahuluan, karena dalam. bab ini dibahas mengenai 
latar belakang permasalahan dan pokok isi skripsi secara 
garts; besamya* Bab II adalah merupakan suata bab pem - 
bahasam yartg membahas. mengenai pengertian-pengertian yang 
terkandung dari permasalahan. yang sedang ditulis,, mengenai. 
keteranganfe-keterangan tentang arti, maksud dari is til ah - 
istllahv tentang, definisi-de:finisi yang dipergunakan dalam 
Skripsi ini* kemudian setelah meletakkan dasar dan pe; - ■ 
ngertiam dari suatu permasalahan, dilanjutkan pada bab - 
berikutnya* Bab III merupakan bab yang membahas permasalah- 
am itu lebih jauh dan lebih mendalam lag!,, terutama terha
dap permasalahan yang berkaiatan dengan penulisan skripsi 
ini, meneari jalan keluarnya bila mungkin ada* dan pada 
Bab IV akan dibahas mengenai peranan dari pejabat yanĝ  bery 
w-emamg dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap dirinya. 
Setelah memguraikan secara terperinci akhimya sampailah 
pada bab yang terakhir yaitu Bab V sebagai bab penutup.
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B A B II
KORPRI SEBAGAI WADAH BAGI PEGAWAI NEGERI DALAM HU - 
BUNGANNYA DENGAN PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

l.Sekilas tin.iauan tentang Korpri 
a*Pengertian Korpri

Dalam usaha untuk membina dan menjamin adanya pe- 
gav/ai-pegawai yang setia kepada Pancasila, Undang-undang

>
Dasar 1945> Pemerintah dan Haluan Negara serta program -
programnya dan dalam rangka membentuk aparatur pemerintah

t
an yang berkemampuan tinggi, bersih dan berwibawa, maka 
dengan Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 mulai tang- 
gal 29 November 1971 dibentuklah Korps Pegawai Republik 
Indonesia yang disingkat dengan KORPRI. Korpri yang me - 
rupakan. satu-satunya organisasi dan wadah untuk menghim- 
pun seluruh pegawai negeri sipil di wilayah Republik - 
Indonesia diluar kedinasannya, guna lebih meningkatkan 
pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan 
pembangunan.

Korps Pegav/ai Republik Indonesia yang selanjutnya 
disingkat dengan Korpri, adalah merupakan bagian dari ma- 
syarakat Indonesia yang telah bertekad turut serta secara 
aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara kesatuan Repu
blik Indonesia melalui kekaryaannya. Agar pelaksanaan -

11
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pembangunan itu dapat ditingkatkan secara berdaya guna 
dan berhasil guna, maka segenap pegawai Republik Indone
sia harus dibina dengan sebaik-baiknya, baik melalui pem- 
binaan kedinasan maupun pembinaan diluar kedinasan.

Pembinaan kedinasan adalah menjadi tanggung jawab 
Pemerintah, yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan 
perundang-undangan, sedang pembinaan diluar kedinasan - 
adalah tugas dan tanggung jawab Korps Pegawai Republik - 
Indonesia, yang dalam hal ini meliputi 5 (lima) bidang 
yaitu :

a.Pembinaan Korps
b.Pembinaan Kekaryaan
c.Pembinaan Sosial - PolitiJk
d.Pembinaan Agama dan Sosial Budaya
e.Pembinaan Kesejahteraan.

Dalam melaksanakan pembinaan diluar kedinasan ha
ruslah dilaksanakan secara serasi dengan pembinaan kedi
nasan, artinya pembinaan diluar kedinasan tidak boleh ber- 
tentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ber - 
laku dan kebijaksanaan pimpinan instansi yang bersangkut- 
an,sepanjang kebijaksanaan tersebut tidak bertentangan 
pula dengan landasan dasar Etika dan Kode Etik Korpri. 
(Korps Pegawai Republik Indonesia)

^Korpri Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, ke - 
nutusan-keputusan Korns Pegawai Republik Indonesia,, Jak- 
karta, 2 - 12 - 1978, h./+l - 42.
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tuTujuaa Kprpri
Korpri yang berdasarkan Pancasila* bertujuan. dan 

mempunyai tugae pokok untuk kepentingan Pemerintah maupun 
Pegawai, Negeri* Demi kepentingan Pegawai Negeri sendiri 
tujuanftKorpri adalah memelihara dan meningkatkan mutu, - 
membina watak dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan 
secara kekeluargaan, hal ini sangat berkaitan erat dengan 
tugas pokok Korpri yang ditujukan bagi kepentingan pegawai 
negeri yaitu membina dan. memelihara kesejahteraan para - 
anggota, sshingga menjadi seorang pegawai negeri yang ber 
moral tinggi, berwibawa, berkemampuan baik, ber.daya guna 
dan berhasil guna.3

Korpri yang merupakan satu-satunya. wadah bagi pe - 
gawai negeri', bukanlah dimaksudkaa untuk merampas kebebas 
an pegawai negeri, tetapi adanya. korpri oleh Pemerintah 
dimaksudkan umtuk menyelamatkan pegawai negeri sipil dari 
ancaman terpecah belahnya. atau terkotak-kotaknya- dalam 
partai politik. Jelaslah disini peranaiL Pemerintah dalam 
hal ini, yaitu hanya bersifat memberikan pengarahan saja, 
agar supaya kebebasan yang telah digunakan itu benar-benar 
dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang se -

^Sastra Djatmika dan Marsono,. Hukum Kenegawaian di- 
Indonesia. Cetakan. ke IV, Jambataa, Jakarta, 1982, h.190.
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hesar-besarnya sesuai dengan cita-cita yang terkandung di 
dalamnya, dan sebagai. pegawai negeri didalam memberikan 
pengabdiannya kepada Negara dan Bangsa*

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah ditarik suatu 
kesimpulan tentang tujuan Korpri, yaitu :

l.ikut memelihara dan memantapkan Stabilitas Politik 
dan Sosial yang dinamis dalam Negara Republik Indo
nesia sebagai suatu syarat mutlak bagi terlaksananya 
kemajuan disegala bidang menuju tercapainya masya - 
rakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2♦memelihara dan meningkatkan mutu para anggota dalam 
penyelenggaraan tugas-tugas umumnpemerintahan maupun 
tugas-tugas pembangunan*

3.membina watak, memelihara rasa persatuan dan. kesatu- 
an secara kekeluargaan* mewujudkan suatu ker ja sama 
yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, - 
memupuk. rasa tanggung jawab dan daya cipta yang di
namis serta mengembangkan rasa kesetiaan kepada Pan- 
casila,Undang Undang Dasar 1945» Negara dan Pemerin-
rintah*4t. *
Sebagai satu-satunya wadah, ternyata korpri dimak- 

sudkan untuk lebih memberikan pengarahan dari hak kebebas 
an maupun hak azasi dari pegawai negeri tersebut didalam 
memberikan pengabdiannya kepada Negara dan Bangsa, sedang 
kan untuk mencapai tujjuaiL Korpri seperti yang diharapkan, 
maka pembinaan dan pengarahan bagi pegawai negeri sangat 
diharapkan sekali dari Pemerintah melalui wadah Korpri ter 
sebut, demi tercapainya warga Korpri yang dicita-citakan.

k o r p r i  adalah Abdl Negara dan Abdl Masyarakat. -  
Berita Yudha-,*30 November dan 1 Desember 1964, h*V*
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Selain itu dengan adanya Korpri ternyata meopunyal peran 
an yang cukup penting dan cukup berati bagi pegawai ne
geri, karena Korpri adalah merupakan suatu wadah. untuk 
menunjang pekerjaan dan . jnenambah ilmu bagi pegawai ne
geri sipil. terutama dalam masalah kedinasan.
c.Latar belakang terhentuknya. Korpri

Sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan pegawai 
adalah sangat penting dan menentukan dalam setiap negar^ 
karena pegawai adalah merupakan tulang punggung dari se
tiap Pemerintah. Begitu pula kedudukan dan peranan pega
wai di negara Republik Indonesia* Agar dapat melaksana- 
kan tugasmya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka 
seharusnya pegawai Republik Indonesia itu dibina dengaa 
sebaik-baiknya* Tetapi pada mas a yang lalu, baik dalam 
masa Demokrasi Liberal tnaupun dalam masa Demokrasi Ter - 
pimpin, pembinaan pegawai Republik Indonesia menjadi ter 
lan.tar karena adanya permainan. politik yang tidak wajar 
dari partai atau golongan tertentu* sehingga menimbulkan 
kekacauan yamig berlarut-larut dibidang kepegawaian.

Sebagai akibat dari permainan politik dibidang ke- 
pegawaian, maka sering terjadi antara pegawai yang satn 
kantor, namun tidak satu partai/satu golongan tertentu, 
terdapat suasana saling curiga mencurigai, saling mencari 
keealahan dan sulit diciptakan suatu suasana kerja sama,
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dan menyebabkan banyaknya pekerjaan menjadi terlantar atau 
sangat la mbatt pelaksanaannya, sehingga pelayanan terhadap 
masyarakat menjadi terlantar dan menimbulkan ketidakpuas- 
an didalam masyarakat* Sebagai akibat lebih parah lag! 
adalah timbulnya hirarkhi, disiplln dan loyalltas ganda, 
yaitu disatu pihak seorang pegawai harus tunduk kepada ~ 
Unit kerja sebagai atasannya yang resmi, sedang dilain pi
hak ia harus; tunduk pula kepada atasaimya yang tidak resmi 
yaitu pimpinan partai politik*

Apabila pada suatu saat ter jadi perbedaan. atau per- 
tentangan antara kepentingan dinas dengan kepentingan par
tai politik / golongan tertentu, maka sering kali pegawai 
yang menjadi anggota partai politik. itu lebih mengatama - 
kan kepentingan partai. / golongannya. Dengan keadaan yang 
demikian inilah. terhadap diri seorang pegawai, sstelah 
berlakunya kembali Undang Undang Dasar 1945 pada tanggal 
5 Juli 1959> sebagai reaksi terhadap permaianait partai - 
politik / golongan tertentu dibidang kepegawaian, maka. 
dikeluarkanlah Peraturan Peaerintah Nomor 2 Tahun 1959* 
yang melarang pegawai golongan F untuk menjadi anggota 
partai politik* Sebab itula£i. pegawai golongan F pada w*k- 
tu itu dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu apakah akan. 
tetap mempertahankan sebagai pegawai dengan. konsekwensi- 
mya harus; keluar- dari partai politik, atau tetap memper-
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tahankan dirinya sebagai anggota partai politik dengaa 
kosekwensinya berhenti sebegai pegawai negeri.

Tujuan. pokok dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No- 
mor 2 Tahtm 1959 adalah untuk memulihkan keutuhan dan: ke 
koapakan segenap pegawai.. Tetapi perkembangan kemudian. me 
mmjukkan kenyataan yang lain: yaitu makin terpecah belah 
nya pegawai* Hal ini adalah disebabkan oleh situasi poli
tik NASAKOM. pada masa- Demokrasi Terpimpin yang lama kela*- 
maan menjurus pada kompartementasi, sehingga memaksa orang 
untuk memilih. apakah ia akan masuk golongan ,!NAS, "A", - 
"K0M" (Nasional, Agama, Komunis.) .Puncak kegawatan politik 
dalam. masa Demokrasi Terpimpin adalah terjadinya pengkhi- 
anatan. G 30 S / PKI yang hendak merobohkan Negara Kesatoan. 
Republik Indonesia. Dalam raagka menyelamatkan Bangsa dan 
Negara Republik. Indonesia dari pengkhianatan G 30 S> / PKI 
diambillah tindakan - tindakan pengamanan.. Dari hasil tin- 
dakan pengamanan. tersebut dapatlak diketafani, bafcwa ada 
diantara. pegawai yang terlibat dalam G 3° S / PKI, baik - 
langsung maupun. tidak. langsung.

Setelah G 30 S / PKI dapat dihancurkan* maka dimu- 
lailak penyusunan Orde Baru, yaitu suatu tatanan yang ber 
tekad untuk melaksanakan. Pancasila dan Undang Undang Dasar 
19^5 secara murni dan konsekwen* Dalam rangka pembangonan-
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Orde Baru diadakan penataan Lembaga-Lembaga Negara dan 
didudukkan kembali kepada fungsinya semula sesuai dengan 
Undang Undang Dasar 1945.

Sesudah Pemilihan Umum 1971♦ dipandang sudah tiba 
waktunya untuk kembali mengambil langkah-langkah guna me 
wujudkan keutuhan dan kekompakan segenap pegawai.

Sebagai alasan penataan dan kekompakan s.egenap pe
gawai. adalah bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, 
yang menjadi cita-cita rakyat dan Bangsa Indonesia, mutlak 
diperlukan adanya aparatur Pemerintah yang berkemampuan - 
tinggi, bersih dan berwibawa*
Disamping itu juga diperlukan adanya Korps: Pegawai yang 
setia kepada falsafah Pancasilaj Undang, Undang Dasar 1945, 
Pemerintah dan Haluan Negara serta program-programnya. 
Untuk mencapai 2 (dua) hal tersebut diatas dan untuk mem- 
bina dam menjamin adanya pegawai-pegawai, sangat perlu - 
untuk dibentuk suatu wadah guna menghimpum para pegawai 
di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka dite- 
tapkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun, 1971 
temtang KorpB Pegawai Republik Indonesia, yang disingkat 
dengan "KORPRI%  sebagai satu-satunya wadah untuk meng - 
hittpun dan membina eeluruh pegawai Republik Indonesia di-
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luar kedinasannya* guna lebih meningkatkan pengabdiannya 
dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan - 
Nasional* yang berazaskan Pancasila dan Undang Undang - 
Dasar 1945* 
dJKeanggotaan Korpri.

Keanggotaan Korpri yang berdasarkan pada pasal 1 
tentamg perubahan. Anggaran Dasar Korpri, yang merupakan 
hasil pada Keputusan Musyawarah Kasional Pertains Korpri 
No*02/MUNAS/1978 dapat ditempuh dengan melalui 2(dua) ca
rs. avtau sis;tim, yaitu :Sistim Pasif dan Sistim Aktif. 
Dengan sistim pasif dimaksudkan, bahwa seseorang (pegawai) 
bisa menjadi anggota Korpri tanpa mengajukan permohonan 
atau pernyataan menjadi anggota, jadi menjadi anggota Kor
pri secara otamatis.Termasuk kedalam keanggotaan secara - 
pasif ialah mereka yang tergolong :

a.pegawai negeri sipil,
b.pegawai Bank milik Negara,
c.pegawai Bank milik Daerah,
d. pegawai Badan Usaha milik Negara,
e.pegawai Badan Usaha milik Daerah,
f*pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pe- 
merintahan di Desa,

g.anggota Angk&tan Bersenjata Republik Indonesia yang 
dikaryakan pada instansi Pemerintah* Bank milik Ne
gara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara.^

'Amier Daiems Indra Kusuma* Pokok-nokok kenegawalan 
•paket 5 Adminitstrasi Sekolah I-II, Departemen Administra 
si Pendidikan, Malang, 1981* h*84*

5
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SedaH£ yang dimaksud dengan sistln keanggotaan ak - 
tif ialah j. bahwa untuk menjadi anggota korpri seseorang 
harus mengajukan. permohonan atau pernyataan diri. Pegawai 
pegawai yang tergolong dalam pegawai negeri. sipil : Pega
wai Bank milik. Negara atau Daerah dan Pejabat. ata.u petugas
penyelenggara urusan Pemerintahan Desa yang sudah pensiun

i
dapat menyatakan diri untuk tetap menyatakan diri menjadi 
anggota Korpri.
2»Hubungan Korpri dengan partai politik dan golongan - 
karya

Korpri bukanlah merupakan suatu organisasi politik 
tetapi korpri hanyalah merupakan suatu organisasi yang - 
khusus ditujukan bagi mereka yang berprofesi sebagai pega
wai negeri sipil, dalam melakukan kegiatannya diluar kedi- 
nasannya* Korpri yang merupakan dan sebagai satu-satunya 
wadah dan satu-satunya organisasi bagi pegawai negeri. 
oleh pemerintah. dimaksudkan untuk menyelamatkan pegawai - 
negeri khususmya pefeawai negeri sipil dari ancaman terpe- 
cah'belahnya atau terkotak-fcotaknya dalam partai politik.

Mengingat pengalaman dimasa yang lalu dalam sejarah 
kepegawaian di Negara Republik Indonesia, maka Pemerintah 
melalui wadah Korpri ini, ingin lebih menertibkan dan me- 
ngarahkan pegawai tersebut, agar menjadi pegawai negeri 
yang lebih baik dalam segala hal daripada keadaan pegawai-
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negeri pada masa yang lalu. Dari sisi inilah, maka Peme- 
rintah ingin membuat suatu keseragaman yang sama dalam 
gerak dan langkah bagi pegawai negeri dalam segala hal, 
terutama dalam masalah. yang ada atau berkaitan dengan ma- 
salah politik, sehingga dengan demikian diharapkan tidak 
ada lagi pertentangan-pertentangan diantara sesama. pega
wai, negeri, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan kepenting- 
an diantara mereka. Kepentingan mereka adalah sama semua- 
nya. dalam satu instansi yaitu mereka sama-sama mertjadi 
anggota Korpri, secara otomatis kepentingan mereka adalah 
sama dengan kepentingan pegawai. yang lainnya, temtama - 
dalam masalah politik* Pemerintah tidak ingin sejarah ma
sa. lalu terulang kembali, karena adanya politik. yang ber- 
beda: diantara pegawai negeri dalam satu. instansi, sehing- 
gse. menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan yang berarti, 
mereka lebih mementingkan partai politik/golongannya da- 
ripada kepentingan dinasnya* Bagi mereka kepentingan par
tai adalah merupakan kepentingan yang lebih penting di - 
atas ssgala-galanya.

Melalui pengalaman-pengalaman masa lalu itulah, ma
ka kini Pemerintah. ingin membuat suatu kesamaan dan ke - 
seragaman bagi pegawai negeri dalam segala. hal terutama 
dalam masalah politik, sehingga tidak akan ada lagi per- 
tentangan-pertentangan, perbedaan-perbedaan, terlantar -
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nya tugas-tugas yang dibebankaa padanya, dan lain sebagai 
nya* Melalui Korprilah pemerintah menuangkan segala ke - 
bijaksanaannya, kehendak dan. maksudnya untuk mencegah - 
Jangan saffipai kondisi dan keadaan dimana yang lalu dapat 
terulang kembali pada mas a sekarang ini. Dengan adanya 
satu keBeragaman tersebut dalam eegala hal, diharapkan - 
agar tercetak pegawai- negeri yang lebih cekatan, lebih 
tenang dalam mengerjakam tugas-tugasnya dan lebih memen- 
tingkan kepentingan dinas diatas kepentiragan-kepentingan 
yang lainnya.
Pada Korprilah segala sesuatunya telah digariskan oleh - 
Pemerintah,, dengan maksud agar supaya sebagai pegawai ne
geri mereka, betul-betul lebih mementingakn kepentingan 
dinas diatas kepentingan golongan / pribadi.

Dengan masuknya seseorang sebagai pegawai negeri, 
didalam keluarga besar korpri* maka oleh Pemerintah diha
rapkan tidak akan ada lagi pertentamgan-pertentangan di- 
antara sesama pegawai negeri, terutama dalam masalah po
litik, tidak akan ada lagi pekerjaan yang terlantar, ti
dak ada lagi ancaman untuk memecah belah mereka dalam sa
tu instansi karena adanya partai politik. yang berbeda. 
Dengan adanya satu keseragaman bagi pegawai negeri ter - 
sebut, diharapkan pada mereka agar lebih bisa mencipta - 
kan suasana. bekerja yang tenang, aman sehingga lebih me-
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niingkatkan presrtasi mereka dalam berkarya demi tercapai
nya tujuam pembangunan Bangsa dan Negara serta untuk le
bih meningkatkan pengabdianmya mereka kepada Bangsa* Ne
gara- melalui bidang pekerjaannya masing-masing.

Pada prinsipnya setiap orang bebas untuk memilihi
apakah ia ingin menjadi pegawai atau tidak, tidak ada sa
tu peraturanpun yang memaksa seseorang untuk menjadi pe
gawai, tetapi sekali seseorang memilih menjadi seoraaig
pegawai, maka: ia terikat dan harus mentaati disiplin ke-

i
pegawaian, demikian pula terhadap diri seseorang yang - 
menjadi pegawai negeri. Sebagai pegawai negeri, ia harus 
tunduk terhadap segala peraturan dan keteratuan-ketentuan 
yang berlaku baginya* demikian pulâ  dalam hal untuk meng
gunakan. haknya menjadi anggota dari suatu partai politik.

Setiap orang bebas memilih apakah ia menja di ang
gota sesu^tu partai politik atau tidak, tetapi sekali se
seorang memilih menjadi anggota sesuatu partai politik - 
maka ia terikat dan harus mentaati disiplin- partai poli
tik. tersebut.£ Sehubungannya dengan kedudukannya sebagai 
pegawai negeri, maka iapun harus tunduk terhadap segala 
peraturan-peraturan yang berlaku terhadapnya, yang mana

^A.E.Manihuruk, Proses Pembentukan Korpri* h.37.
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sebagai. pegawai negeri ia, wajib selalu setia*, taat, meng- 
hormati. dam melaksanakan setiap keten.te.an dan peraturan 
yang ada;.

Sebagai pegawai negeri ia wajib untuk menjadi ang
gota Korpri dan eebagai pegawai negeri iapum wajib umtuk 
menjadi anggota Golkar, disamping itu sebagai pegawai ne
geri,. iapum wajib selalu: setia, taat, menghormati, melak- 
eanakan dan mengamankan. semua kebi jaksanaan dari. Korpri,
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B A B  III 
KE ANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAK

GOLON.GAtf KARYA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

berhak/boleh untuk menjadi anggota partai poli- 
iik da&. golongan karya

Di Negara Republik Indonesia, setiap warga negara 
Indonesia diberi kebebasan dalam menggunakan haknya di- 
bidang politik, terutama. untuk menjadi anggota dari sua
tu partai politik. atau golongan karya- Dimana dalam meng 
gunakan haknya tersebut telah diatur dalam suatu per - 
undang-undangan, yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 
3 Tahun 1985 - tentang Perubahan Atas Undang Undang No
mor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Kar
ya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun - 
1985* Tambahan Lembaran Negara Nomor.3285)> yang diundang 
kan pada. tanggal 19 Pebruari 1985.

Yang dapat menjadi anggota partai politik/golong
an karya adalah Warga Negara. Indonesia yang telah melalui 
penelitian/penyaringan. oleh pengurus; Partai Politik (Par- 
pol) / Golongan Karya (Golkar) yang beraangkutan dan. te
lah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal I 
ayat 7 (1) Undang - undang nomor 3 tahun 1985, adapun ; 
persyaratan - persyaratan tersebut antara lain :

25
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a.telah berumur 17 (tujuh belas) atau sudah / pernah 
kawin;

b.dapat membaca dan menulis;
c.sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan keten 
tuan yang ditetapkan oleh Partai Politik dan Golong
an Karya./

Selain memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diten- 
tukan. memurut pasal I ayat 7 (1) Undang-undang nomor 3 
tahun 1985, yang dapat menjadi. anggota. partai politik - 
atau golongan karya hanyalah terbatas pada penduduk. Nega
ra. Indonesia eaja.8

Meskipun demikian, tidak setiap Warga Negara Indo
nesia langsumg dapat diterima menjadi anggota partai po
litik. / golongan karya,. sebab oleh pasal I ayat 7 ( 1 )  
Umdamg - undang Nomor 3 Tahun 1985 tersebut telah diten- 
tukan, bahwasannya yang dapat diterima: untuk menjadi ang
gota parpol / golkar adalah hanya Warga Negara Republik 
Indonesia yang telah melalui penelitian / penyaringan - 
oleh pengurus parpol/golkar, yang mana penelitian/penya- 
ringaan oleh pengurus parpol/golkar dilakukan. menurut -

7 'Himpunan- Undang Undang tentang Pembangunan bidang 
Politik*. Cetakan I, Sinar Wljaya, Surabaya, 1985, h*39.

AYang termasuk Warga Negara Indonesia, adalah sebg- 
gaimana yang ditentukan dan yang dimaksudkan dalam pasal 
1 Undang Undang Nomor 62 Tahun k958 (LNRI No*113 Tahun 
1958, TLN. Nomor-l6if7).
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dan sesuai dengan. Anggaran Dasair dan Anggaran Rumah Tang- 
ga dari parpol / golkar.9

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal I - 
aya.t ? (1) Urrdang-uadang nomor 3 tahun 1985 adalah meru
pakan suatu ketentuan san syarat-syarat yang bersifat - 
Umum bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia yang 
ingin menjadi. anggota dari suatu partai. politik maupun 
golongan karya*. Tetapi bagi Warga. Negara Indonesia yang 
menjadi pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil 
selain mettEenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ada - 
dan ditentukan dalam pasal I ayat 7 (1) Undaag-undamg no, 
mor 3 tahun 1985* juga masih terdapat beberapa persyatat- 
an-persyaratan yang lainnya,. yang juga berlaku terhadap- 
nya sehubungan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri 
sipil Republik Indonesia.

Sebagai pegawai negeri khususnya pegawai negeri 
sipil apabila ingin menjadi anggota dari suatu parpol /- 
golkar diperkenankan asalkan dengan suatu persyaratan- 
persyaratan yang berlaku khusus terhadapnya sehubumgan - 
dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil. Adapun 
persyaratan tersebut adalah : bahwa pegawai negeri sipil 
dapat menjadi anggota parpol/golkar dengan sepengetahuan

^ R.Wiyono,. Organisasi Kekuatan Sosial_ Politik di- 
Indonesia  ̂Alumni, Bandung, 198H, h*.6/f..
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pejabat yang berwenang, dan. pegawai negeri sipil yang me- 
raegang jabatan tertentm, tidak dap&t menjadi anggota par- 
pol / golkar kecuali dengan izin tertulis dari. pejabat 
yang berwenang*

Pegawai negeri dibedakan antara pegawai. negeri yang 
memegang jabatan tertentu dan. pegaw ai negeri yang bukan 
memegang jabatan tefctentu*. Pegawai negeri yang bukanMne- 
iragang jabatan tertentu dan yang memegang jabatan tertentu 
didalam menggunakan. haknya untuk. menjadi anggota dari su
atu. parpol / golka$, selain memenuhi persyaratan-persya- 
ratan khususyang berlaku terhadapnya, yang di.tentukan da
lam Undang — undang nomor 3 tahun 1985, masih ada bebera- 
pa peraturan perundang-undangan yang lainnya disamping 
Undang-undang nomor 3 tahun. 19,85.vAdapun peraturan per - 
undang-untiangan. tersebut adalah : Peraturan Pemerintah 
Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggo;taan Pegawai Negeri 
Sipil. dalam. Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran - 
Negara Rerpublik Indonesia Nomor 1+3 Tahun 1976, Tambahan. 
Lembaran Negara Nomor*3089) dan sebagai peraturan pelaksâ * 
naan dari PP 20 / 76 oleh Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara telah dikeluarkan Surat Edaraa tanggal 9 April 1976, 
No*06/SE/1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil - 
dalan Partai Politik dan Golongan Karya*
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Dengan adanya peraturan-peraturan. tersebut diatas 
yang berlaku khusus bagi pegawai negeri- sipil. dalam masa
lah politik* dalam kaitannya dengan keikut sertaanmya - 
untuk. menjadi anggota. parpol/golkar, taukanlah bermaksud 
untuk mempersulit diri pegawai negeri sipil didalam ikut 
serta menggunakan haknya untuk menjadi anggota parpol /- 
golkar, Adapun maksud dari Pemerintah dengan adanya pera- 
turan-peraturan tersebut diatas adalah untuk memberikan 
atau membuka kesempatan ataupun memberikan kemungkinan - 
hagi pegawai negeri sipil untuk. menjadi miggota parpol. / 
golkar, dengan sepengatahuam pejabat yang berwenang (ba
gi pegawai negeri sipil yang bukan memegang jabatan ter*- 
tentu dan harus, ada izin. yang tertulis bagi pegawai nege
ri sipil yang memegang jabatan tertentu. Hal ini dimaksud 
kan semata-mata adalah agar supaya peker.jaan dan. tanggung 
jawafe dari pegawai negeri yang dibebankan padanya tidak 
akan terbengkalai dan terlarang pada saat pegawai negeri 
tersetaut menggunakan haknya. untuk menjadi anggota dari 
parpol/golkar*

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1974* bahwa pegawai negeri adalah unsur- ne- 
gara* Abdi Negara dan Adbi Masyarakat yang penuh kesetian 
dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Daear 19^5» 
Negara dan Pemerintah raenyelenggarakan tugas pemerintah-
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an dan pembangunan, maka untuk. mencapai pegawai. negeri 
yang betul-betul seperti yang dimaksudkan bunyi pasal 3 
Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tersebut,maka Pemerintah 
mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan dan ketentuan- 
ketentuan yang ditujukan bagi seluruh pegawai negeri Re
publik Indonesia khususnya pegawai negeri sipil dalam s 
gala hal termasuk dalam. masalah politik.
Maka dari itu dengan keiku.t sertaan pegawai negeri sipil 
dalam keanggotaan parpol/golkar tidak boleh mengurangi 
kesetiaan dan ketaatan penuh pegawai negeri sipil ter - 
hadap Pancasila,. Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pe- 
merintahan dan tidak boleh menganggu persatuan, kesatuan, 
keutuhan dan kekompakan sjesama pegawai negeri serta agar 
supaya pegawai negeri tersebut betul-betul dapat memusat 
kan aegala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala 
daya dan tenaganya: mntuk. menyelenggarakan tugas pemerin- 
tahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil 
guna.
Keaaggotaan parpol / golkar bagi pegawai negeri sipil 
yang memegang jabatan tertentu.

Menurut ketentuan dari Undang undang nomor 3 tahun 
1985, bahwa pegawai negeri sipil yang memegang jabatan 
tertentu, tidak dapat menjadi anggota parpol/golkar ke - 
cuaLi dengan izin tertulis: dari pejabat yang berwenang.
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Adapua yang dimaksud dengan. jabatan-jabatan. tertentu,me- 
nurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun. 1976 ini ada 
16 (enam belas ) raacam.10

Adapun maksud dari ketentuan. Undang-undang nomor 3 
tahun. 1985 terhadap diri seorang pegawai negerd^sipil - 
yang memegang jabatan tertentu, untuk- menjadi anggota 
parpol/golkar, adalah mengingat. besarnya tanggung jawab 
atau luasnya bidang tugas yang dibebankan kepada pegawai 
negeri sipil yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan. agar 
supaya tidak menganggu kelancaran pegawai negeri sipil 
tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya, setelah pe
gawai negeri sipil yang berasngkutan menjadi anggota par- 
pol / golkar.

Pegawai negeri sipil yang memegang jabatan terten. 
tu, apabila ingin menggunakan haknya untuk menjadi arig- 
gota parpol/golkar, harus mengajukan permohonan. izin se
cara tertulis. kepada pejabat yang berwenang. Dari per - 
mohonannizin yang diajukart oleh pegawai negeri yang ber- 
sangkutan, maka pejabat yang berwenang setelah menerima 
permohonaai tersebut, dapat mempertimbangkan dengan sek- 
sama segala sesuatunya, untuk memberikan izin atau me-

10Sastra Djatmika dan Marsond, op»cit.« h.,199
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nolak terhadap izin yang diajukan oleh pegawai negeri si- 
pil untuk menjadi anggota parpol atau golkar,
Apahila menurut pertimbangannyar permohonan. yang diajukan 
kan untuk. menjadi anggota parpol/golkar temyata dapat 
mengaaggu kelaitcaraa pelaksanaan tugasnya sehari-hari, 
maka pejabat yang berwenang dapat menolak untuk memberi
kan izin terhadap permohonan pegawai negeri yang bersang 
kutan untuk menjadi anggota parpol / golkar.

Pertimbaagaatersebut harus didasarkan atas pe - 
ngawasaa sendiri atau berdasarkan laporan yang diterima* 
nya* Apabila dalam pertimbangannya yang diberikan oleh 
pejabat yang berwenang tersebut, menolak untuk memberi
kan izin untuk menjadi anggota parpol/golkar, maka ter
hadap penolakaa permintaan ' tersebut tidak dapat diaju- 
katt. keberatan, karena keputusan-keputusan yang diberikan 
pejabat tersebut sifatnya adalah mengikat untuk dilaksa- 
nakan.

Adapun pejabat-pejabat tertentu yang memerlukan 
izin tertulis untuk menjadi anggota parpol/golkar adalah:

1.di Departemen : Kepala-kepala Direktorat Keatas
2.di Daerah :a-Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I

Sekertaris Daerah dan Kepala-kepala 
Dinas Daerah Tingkat I

b.Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II, Sekertaris; Daerali, Kepala 
kepala. Dinas Tingkat II,

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN KHUSUS ... WIDYAWATI BOEDININGSIH



33

2*.di. Daerah :c-Camat dam Kepala Desa.
3*Jabatan-jabatan lain yang setingkat dipusat seperti 
diaebut dalam angka satu diatas dan didaerah yang 
setingkat dengan angka dua diatas;

4.Ketua, Wakil Ketua dan Anggota*-anggota Mahkamah - 
Agung* Jaksa Agung* Jakea Agung Muda» Ketta, Wakil 
Ketua Badan. Pemeriksa Keuangan, Hakim, Jaksa, Guber 
nur Bank Sentr&L dam jabatan-jabatani lain yang akan 
diatur dengan. Peraturan Pemerintah,H

Keanggotaan parpol/golkar bagi pegawai negeri sipil yang
bukan memegang jabatan tertentu.

Sesama pegawai negeri. sipil didalam negara: Republik 
Indonesia-, diantara pegawai negeri. sipil dibedakan antara 
pegawai negeri yang memegang jabatan. tertentu. dan pegawai 
negeri yang bukan. memegang jabatan: tertentu.
Pada.pegawai negeri yang memegang jabatan tertentu, tiddc 
boleh. menjadi anggota. parpol/golkar,, keeuali ada izin ter 
tulis dari pejabat yang berwenang, sedang bagi pegawai - 
negeri yang bukan memegang jabatan tertentu, boleh menjadi 
anggota parpol/golkar dengan sepengetahuan pejabat yang 
berwenang*. Pada prircslpnya persyaratan diantara. kedua pe
gawai negeri tersebut adalah sama, hanya berbeda didalam 
hal prosedur permohonannya untuk menjagi anggota parpol/- 
golkar*.

Pegawai negeri yang bukan memegang jabatan ter - .

11C..S..T„Kansll, Parpol dan Golkar Cetakan I, Aksariu 
Bara*. Jakarta^ 1979» hT59l
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tentu,, Untuk. menjadi anggota parpol/golkar harus dengan 
sepengetahtian pejabat yang berwenang, Yang dimaksud 
dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang adalah mem - 
beritahukati kepada pejabat. yang berwenang oleh pegawai 
negeri sipil yang bersangkutan tentang akan masuknya pe
gawai negeri sipil itu untuk menjadi anggota: parpol/gol
kar. Sama dengan. prosedur/proses yang ada pada pegawai - 
negeri yang memegang jabatan tertentu, maka bagi pegawai 
negeri yang bukan memegang jabatan tertentu, setelah mem
ber! tahukan maksudnya. kepada pejabat yangbberwenang, maka 
pejabat yang berwenang dapat pula mempertimbangkannya - 
terlebih dahulu, setelah pejabat tersebut menerima pem - 
beritahuan dari pegawai negeri yang bersangkutan*

Berbeda dengan pegawai negeri sipil, yang memegang 
jabatan tertentu, dalam hal ini pejabat. yang berwenang 
dapat menerima atau menolak permohonan. yang diajukan pe
gawai negeri sipil yang bersangkutan, tetapi pada pegawai 
negeri yang bukan memegang jabatan tertentu, disini pe - 
jabat yang berwenang tidak dapat/tidak berhak. melakukan 
penolakan terhadap pemberitahuanc tersebut untuk menjadi 
anggota parpol/golkar,. karena pemberitahuan tersebut ti
dak merupakan perizinwu

Sepengetahuan yang dimaksud telah terpenuhi apa
bila :
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1.pejabat yang berwenang mengatakan telah meaerima ada 
nya pemberitahuan dari pegawai negeri sipil yang her 
sangkutan atau apabila telah lampau 21 hari terhitung 
tanggal pengiriman pemberitahuan tanggal tersebut 
dengan pembuktian yang syah atau ;

2.apabila telah lampau 21 hari terhitung tanggal dite- 
rimanya tembusan pemberitahuan tersebut oleh atasan 
langsung dari pegawai negeri sipil yang, bersangkut- 
an atau;

3♦-apabila telah lampau 21 hari terhitung tanggal pem - 
beritahuan dimaksud diterima oleh atasan langsung - 
dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan.12

2»KedudukanJEegawm Negeri Sipil dalam_..P.artal_j^ii3^ 
dan Golongan Karya

Didalam negara yang berlandaskan atas hukum, seti
ap Warga Negara yang ada dalam negara tersebut, diberi - 
kebebasan penuh untuk mempergunakan apa yang menjadi hak 
nya* baik itu hak untuk. mencarl- pekerjaan* hak untuk men- 
dapatkan pendidikan ataupun hak-hak yang lainnya., yang - 
mana didalam mempergunakan hak-haknya tersebut tidak ber- 
tentangam dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan ke
tentuan. peraturan perundamgan yang berlaku,

Negara Indonesia, menurut penjelasan. Undang Undang 
Dasar-1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasar - 
totas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka", dan ae- 
bagai konsfikwensinya dari pernyataan tersebut diatas, ma-
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ka negara melalui aparat-aparatnya yang berkuasa menja- 
lankam roda-roda. pemerintahan didalam negara; ini, mem - 
beri kebebasan kepada Warga Negaranya untuk mempergunaxr. 
kan hak-haknya dengan sebaik mungkin, disamping, kewajib- 
annya sebagai warga negara*.

Indonesia sebagai negara hukum, maka negara men - 
jamin kebebasan kepada warga negaranya untuk memperguna- 
kan. semua hak-haknya yang ada pada dirinya sebagai war
ga negara dengan sebaik mungkin, yang mana kesemua pengi, 
gumaan dari hak-hak tersebut diatas, dijamin. sepenuhnya 
oleh Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan. pelaksananya* 

Didalam negara. yang menganut sistim demokrasi, - 
hak-hak untuk. berserikat dan berkumpul secara khusus. di
jamin oleh konstitusi. dan oleh Universal Declaration of 
Human Rights, yang dinegara Indonesia salah satu impli- 
kasi dari pengetrapan hak untuk berserikat dan berkum- 
pil tersebut dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 Undang - 
Undang Dasar 1945. Didalam negara yang menganut sis;tim 
demokrasi, penggunaan hak-hak. dari setiap warga negara
nya, terutama terhadap hak-hak yang melekat pada diri 
mannsla. itu sendiri dan yang tidak dapat dipisahkan da
ri diri warga negara itu sebagai manusia yang berada di- 
dalaa suatu negara, selain mendapat jaminan sepenuhnya 
dari pasal 28 Undang Undang Dasar 1945* pelaksanaannya-
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diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang - 
undangan yang lainnya, sehingga namtinya; dalam penggtmaan 
hak-hak tersebut oleh warga; negara tidak akan: bertentang- 
an dengan. peraturan yang ada dan berlaku diaegara Indone
sia. Menurut Pancasila hak atau kebetoasan. seseorang di - 
tentukan oleh fungsi atau tugas yang dijalankannya • Hak 
seorang Istri ditentukan oleh fungsinya sebagai i&tri* - 
hak seorang ayah ditentukan oleh fungsinya sebagai a y  a h ,  ̂  3 
demikian. pula hak seorang warga negara, ditentukan oleh 
fungsinya sebagai warga negara dinegara Republik Indone
sia.

Sebagai Warga Negara. Republik Indonesia yang men. - 
jadi pegawai negeri sipil, baik yang memegang jabatan . 
tertentu ataupim  yang, bukan memegang jabatan. tertentu*di- 
dalam menggunakan hakrcya tersebut, terutama hak; untuk me- 
nyatakan pendapat dan hak untuk menjadi anggota dari su
atu partai politik dan golongan karya, juga diatur dalam 
Paeratttran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976* Sebagai pe - 
gawai negeri.* penggunaan dari hak. - hak tersebut sjesuai 
dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku 
terhadapnya* sehingga dalam hal ini, warga negara yang -

^Siinarjatl, Asakah The Rule of Law .itu: ?, Cetakan 
ke IV, Alumni* Bandumg* 1932* h.68.
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menjadi pegawai negeri, didalam menggunakan hak-haknya 
tersebut, terutama sal ah satu hak azasinya sebagai ma - 
nutria, seakan-akan. sebagai pegawai negeri mereka tidak 
bisa lagi menggunakan haknya tersebut dengan baik, sesuai 
dengan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 itu sendirl.

Sebagai pegawai negeri, khususnya pegawai negeri 
sipil, baik yang memegang jabatan tertentu: maupun yang 
bukan memegang jabatan tertentu, didalam menggunakan hak
nya yang satu ini, yaitu hale untuk menjadi anggota par - 
pol/golkar tidak dengan begitu saja dapat mempergunakan 
haknya tersebut. Untuk dapat mempergunakan haknya dibi - 
dang politik, ada beberapa prosedur yang harus; ditempuh- 
nya sehubungann dengan kedudukannya sebagai pegawai. ne - 
geri apabila ingin menggunakan haknya tersebut^ Dari si- 
si ini, seakan-akan haknya sabagai warga negara yang ke- 
betuian menjadi pegawai negeri, hak tersebut hilang be. - 
gito saja, karena. bila ia ingin menggunakan haknya itu, 
ia tidak dapat langsung mempergunakan haknya, tetapi ia 
harus melalui proses^proses dart prosedur-prosedur yang 
panjang, setelah itu ia baru bisa mempergunakan haknya. 
Tetapi walaupun begitu, bukan berarti sebagai pegawai 
negeri dia tidak dapat melaksanakan haknya sebagai warga 
negara yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945 dan pe- 
ratmran pelaksananyav ,Hanya saja sebagai pegawai negeri
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yang menjadi Abdi Negara dan Abdi Masyarakat untuk masa
lah yang satu ini ia harus berjalan sesuai dengan keten- 
tuan yang berlaku terhadapnya sehubungan dengan keduduk
annya sebagai pegawai negeri*

Didalam masalah politik, sebenarnya antara warga 
negara yang menjadi pegawai negeri khususnya pegawai ne
geri sipil dengan yang tidak menjadi pegawai. negeri, ti
dak ada kesulitan sedikitpun didalam mempergunakan haknya 
tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pa
sal 28 Undang Undang Dasar. 1945* Hanya saja sebagai pe - 
gawai negeri ada sedikit. perbedaan dalam masalah ini, ka 
rena sebagai pegawai negeri mereka dituntut suatu tang
gung jaWab yang begitu besar terhadap tugas yang dibeban 
kan kepada dirinya* Dengan besarnya tugas dan tanggung 
jawab- tersebut yang ada pada dirinya, maka didalam meng
gunakan. haknya sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang 
Undang Dasar 19*+5* perlu adanya peraturan-peraturan yang 
lainnya, yang khaeus dikenakan terhadap dirinya sebagai 
pegawai negeri, yang mama peraturan ini hanya khusus. ber 
lakui terhadap dirinya sebagai pegawai negeri sipil, yang 
kesemuanya itu bermaksud agar supaya ia mempergunakan 
haknya, dalam. masalah politik, tidak akan mempengaruhi ke- 
lancaran-kelancarannya didalam menunaikan pelaksanaan tu
gas- tugasnya yang dibebankan dan menjadi tanggung jawab:..
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nya, sesuai dengan harapan Pemerintah dan Masyarakat di - 
sekitarnya* karena pegawai negeri juga merupakan bagian 
dari kehidupan masyarakat*

Sebagai pegawai negeri sipil didalam penggunaan hak 
nya terutama; hak untuk menjadi anggota parpol/golkar* wa- 
laupun melalui proses dan prosedur yang panjang, tidak 
akan mengurangi hak mereka sebagai warga negara. untuk ber 
sama-sama dengan warga negara yang tidak. menjadi pegawai 
negeri menjadi anggota partai politik dan golongan karya. 
Hanya saja sebagai pegawai negeri, mereka harus mengikuti 
segala peraturan yang feerlaku terhadapnya, hal ini tidak 
dimaksudkan untuk merampas kebebasannya sebagai warga ne
gara yang menjadi pegawai negeri untuk ikut serta, berpar- 
tisipasi dalam masalah poltik* bahkan untuk menjadi ang
gota. partai politik dan golongan karya. Hal itu hanyalah 
dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan 
terjadi, apalagi bila mengingat pengalaman sejarah dimasa 
lalu..

Dengan ikut sertanyat. pegawai negeri dalam parpol/ 
golkar, fielain untuk memenuhi haknya sebagai warga negara 
untuk turut serta. berpartisipasi dibidang politik, juga 
harus diimbangi dengan kewajibannya. sebagai warga negara 
yang menjadi pegawtd. negeri.. Sebagai pegawai negeri ke - 
wajibannyai yang utama adalah mementingkan kepentingan di
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nas terlebih dahulu diatas kepentingan pribadi/golongan. 
Pegawai negeri dalam keikutsertaannya dalam parpol/gol
kar, diharapkan tidak akan mengurangi kesetiaan, ketaat- 
annya dan kewajiban uitamanya terhadap Pemerintah daa ma^ 
syarakat, karena pegawai negeri diharapkan. dapat sebagai 
suri tauladan bagi masyarakat disekitarnya, apalagi se - 
bagai pegawai negeri ia cukup aktif didalam masalah poli
tik.

Kedudukan mereka sebagai pegawai negeri tidak akan 
mengurangi hak azasi mereka, tidak ada yang merampas ke- 
bebasan mereka untuk menjadi anggota parpol/golkar, hanya 
sebagai pegawai negeri mereka harus; ber jalan. sesuai dengan. 
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan. yang berlaku 
terhadap dirinya. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa s;e- 
bagai pegawai negeri seakan-akau hak mereka terampas, pa 
da. hal itu merupakan hak aaasinya sebagai warga negara. 
Sebagai pegawai negeri, pada kenyataamxya dewasa ini, me
reka harus masuk dan menjadi anggota Korpri, dan selain, 
itu merekapuxt harus. masuk. menjadi keluarga besar Golong
an Karya, walaupun tidak menutup kemungkinan lainnya ba
gi mereka untuk. menjadi anggota dari parpol selain. gol
kar. Dalam hal ini tidak berarti mereka dipaksa untuk. ma
suk keaitu, karena tidak ada yang memaksa mereka harus 
menjadi pegawai negeri dan sebagai konsekwensinya sebagai
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pegawai negeri* merekapun harus: taat terhadap aemua pe - 
raturan yang berlaku terhadap dirinya: sebagai pegawai ne- 
geri.

ttedudukart pegawai negeri dalam kaitannya dengan 
masalah politik, ternyata sesuai dan tidak bertentangan 
dengan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945*
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B A B IV
PEJABAT YANG BERWENANG DAN SANKSI

l.Pelabat vang Berwenang
Undang - umdang; nomor 3 tahun 1.985 adalah merupa- 

kan suatu umdang-undang yang membuka dan memberikan ke
sempatan bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota 
partai politik maupun golongan karya,. dengan sepengetahu- 
am pejabat yang berwenang, juga menetapkan tidak dapatnya 
pegawai negeri sipil yang memegang jabatan ter.tentu. men
jadi anggota parpol/golkar kecuali dengan izin tertulis: 
dari pejabat yang berwenang.

Yanig dimaksnd dengan pejabat yang berwenang adalah 
Pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhenti- 
kan. dari jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun. 1975 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pe - 
gawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun. 1975 Nomor 26, 
Tamhahah Lembaran Negara Nomor 3058 )*

Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan ter
tentu yang akan menjadi anggota parpol/golkar, wajib me- 
ngajukafc permintaan izin secara tertulis: kepada pejabat 
yang berwenang melalui hirarkhi, menurut contoh sebagai 
tersebut dalam Lampiran I dari Surat Edaran yang dike.
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luarkan oleh Badan Administrasi Kepegawaiani Negara.
Adapum Surat permintaam izin. tersebut sekurang-kuraatgnya 
dibuat dalam rangkap 4 (empat),. yaitu untuk :

a* pejabat yamg berwenang melalui saluram-saluran. hi- 
rarkhi;

b.atasan langsung dari pegawai negeri sipil yang me- 
minta izin, sebagai tembusan;

c.Kepala Badam Administrasi Kepegawaian Negara di - 
Jakarta sebagai tembusan;

d.pejabat lain yang dipandang perlu;
e.pertinggal bagi pegawai negeri sipil yang ber. - 
sangkutaa*^
Bagi pejabkt sebagai at asan. langsung dari pegawai 

negeri sipil yang bersangkutan, setelah menerima adanya 
permintaan izin tersebut, maka atasan langsung tersebut 
wajib :
- 1.memberikan tanda terima kepada pegawai. negeri sipil 

yaag meminta izin,. menurut. contoh sebagai tersebut 
dalam.Lampiran II Surat Edaran ini;

2.menyampaikan asli surat permintaan izin itu kepada- 
pejabat yang berwenang dalam waktu yang sesingkat- 
singkatnya dissrtai pertimbangan-pertimbangan se- 
perlumya. Pertimbangan itu aatara lain memuat apa
kah apabila pegawai negeri sipil tersebut menjadi 
a: nggota. Partai Politik. atau Golongan Karya akan. da
pat menganggu atau tidak akan menganggu kelancaran 
pelaksanaan tugasnya s:ehari-hari, dan lain-lain per 
timbangan yang dipandang perlu.1$
Pejabat yang berwenang setelah menerima permintaan

lifR.Wiyono, on.cit.. h.134

1^Ibld. h.134 - 135.
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izin dari pegawai negeri sipil yang memegang jabatan ter- 
ten.tu dalam lingkungan kekuasaannya, wajib mempertimbang 
kan terlebih dahulu dengan seksama, apakah keikut sjerta- 
an pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu 
dapat menganggu kelancaram pelaksanaan tugasnya atau ti
dak, apabila ternyata keikut sertasott pegawai negeri yang 
bersangkutan. raemjadi anggota- parpol/golkar menganggu - 
kelancaran tugasnya,. maka permintaan izim pegawai negeri 
yang bersangkutan, dapat ditolak oleh pejabat yang ber - 
wenang secara tertulis^ menurut contoh dalam: Lampiran IV 
Surat Edaran No.06/SE/1976* Dan apabila menurut pertim- 
bangaa dari pejabat yang berwenang, keikut sertaan pega
wai negeri sipil yang bersangkutan menjadi anggota par
pol/golkar tidak akan menganggu kelancaran pelaksanaan 
tugasnya- sehari-hari, maka pegawai negeri sipil tersebut 
diberikan izin tertulis untuk menjadi anggota parpol/ - 
golkar, menurut contoh Sjebagai tersebut dalam Lampiran 
III Surat Edaran ini.

Surat izin atau surat penolakan. permintaan izin 
yang dimaksud diatas dibuat sekurang-kurangnya rangkap 
4 (empat), yaitu :

1.pegawai negeri sipil yang bersangkutan;
2.atasaa lamgsung pegawai negeri sipil yang bersang

kutan sebagai tembusan;
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. 3.kepala badan administrasi kepegawaian negara di Ja
karta sebagai tembusan;

4-tPejabbt lain yang dipandang perlu;
5.pertinggal#16

Pegawai negeri sipil yang bukan memegang jabatan - 
tertentu* yang akan. menjadi anggota parpol/golkar, wajib 
uemberitahukan maksudnya itu secara tertulis: kepada peja*- 
bat yang berwenang, menurut. contoh sebagai ters;ebut dalam 
lampiran VI Surat Edaran: ini*
Surat pemberitahuan. ini dibuat sekurang-kurangnya rangkap
4 (empat)* yaitu :

a.pejabat yang berwenang;
b,atasan langsung dari pegawai negeri sipil yang ber

sangkutan, sebagai tembusan;
c-kepala.badan administrasi kepegawaian negara di ja- 
karta, sebagai tembusan^

d.pejabat lain yang dianggap perlu;
e.pertinggal bagi pegawai negeri sipil yang bersahg: . 
ku tan.17

Sedang bagi pejabat yang berwenang setelah. meneri- 
ma pemberitahuan tertulis. untuk. menjadi anggota parpol/- 
golkar dari pegawai negeri sipil dalam lingkungan ke - 
kuasaannya, menyatakan secara tertulis. kepada pegawai ne
geri sipil yang bersangkutan bahwa surat pemberitahuannya 
telah diterima, menurut contoh sebagai tersebut dalam - 
lampiran VII Surat Edaran ini.

lfilbid. h.136. 
17Ibid. h.137.
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2.Adakah sanksi bagi neriabat yang, berwenang bila nei-
I

lampaui batas waktunva dalam hal memberikan izin
Bagi pejabat yang berwenang, setelah menerima su- 

rat pemberitahuan dari pegawai negeri yang akan menjadi 
anggota parpol/golkar dalam waktu 21 (dua puluh satu ) 
hari terhitung sejak tanggal snrat pemberitahuan terse - 
but diterima, maka pejabat yang berwenang akan membalas 
snrat pemberitahuan tersebut. Dalam hal ini, apabila >. 
jangka. waktunya telah lewat dari waktu yang telah diten- 
tukan, bagi pejabat yang berwenang ternyata tidak ada- - 
sanksinya, sehingga bagi diri. pegawai negeri sipil yang 
ingin menggunakan haknya untuk menjadi anggota parpol/- 
golkar, apabila ia telah lampau 21 (dua; puluh satu) hari, 
sejak ia mengirimkan surat pemberitahuan tersebut, tidak 
dapat berbuat. apa-apay apabila izin yang ditunggu-tunggu 
tersebut tidak segera sampai ditangannya*.

Keadaan ini berbeda dengan keadaan yang terjadi 
pada diri pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil apa
bila melanggar ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 dan ketentuan - 
pelaksanaannya dapat dijatuhi hukuman jabatan. / hukuman 
disiplin / hukuman adminisrtratif berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Bagi pejabat yang berwenang, apabila didalam mem-
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berik&EL izin bagi pegawai negeri sipil baik yang meme- 
gang jabatan. tertentu maupun. bagi pegawai negeri sipil 
yang bukan memegang jabatan tertentu, untuk menjadi ang
gota parpol/golkar telah melampaui batas Waktu. yang di
tentukan yaitu 21 ( dua puluh satu ) hari* terhitung se- 
jak diterimanya surat pernyataan dari pegawai negeri s±- 

yang bersangkutan,, tidak ada satu ketentuan: ataupun 
satu peraturan perundamg - undangan yang mengatur me - 
ngenai masalah ini, sehingga tidak ada. sanksi apapun yang 
dapat dikenakaai terhadap diri seorang pejabat yang ber
wenang dalam hal ini* apabila pejabat tersebut telah me- 
lampaui batas waktu yang telah ditentukan, dalam hal r*. - 
memberikan izin. bagi pegawai negeri sipil yang bersang- 
kutan».
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B A B V 
P K N U T U P

KES IMP ULAN DAN SARAN - SARAN
l.KesiapuIaa:

Dari apa yang telah saya uraikan dalam Bab - 
terdatoulu. mengenai Suatu linjauan Khusus Terhadap Keang- 
gotaan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dikaitkan 
dengan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, maka dari se - 
muanya itu dapatlah saya eimpulkan sebagai berikut :
1,mengenai wadah bagi pegawai negeri sipil

Sebagai pegawai negeri, khusttsnya pegawai negeri sipil, 
mereka dihimpun. dalam satu wadah yang khusus diperuntuk 
kan bagi dirinya, yaitu ; Korpri. Dimana Korpri adalah 
merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan, mem
bina-pegawai negeri sipil diluar kedinasannya, guna le
bih meningkatkan pengabdiannya dalam mengisi kemerdeka- 
an dan pelaksanaan pembangunan.

2.mengenai .keanggotaan untuk menjadi anggo.ta parpol/gol
kar bagi pegawai negeri sipil
Sebagai pegawai negeri sipil, sesuai. dengan ketentuan 
dari Undang - undang nomor 3 tahun 1985 dan Peraturan 
Pemerintah. Nomor 20 Tahun 1976, mereka dapat menjadi 
anggota parpol / golkar dengan suatu syarat :

k9

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN KHUSUS ... WIDYAWATI BOEDININGSIH



50

. a*bagi pegawai negeri sipil. yang memegang jabatan - 
tertentu^ harus dengan izin; tertulis dari pejabat 
yang berwenang; 

b.bagi pegawai negeri yang bukan memegang jabatan ter
tentu harus dengan. sepengetahuan pejabat yang ber- 
wenang*

3*mengenai pejabat yang berwenang dan sanksi 
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang 
mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan pega
wai negeri sipil sebagaimana; diatur dalam peraturan - 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975*-
Pejabat yang berwenang mempunyai wewenang untuk: meno- 
lak memberikan izin bagi pegawai negeri sipil yang - 
ingin menjadi anggota-parpol/golkar apabila menurut 
pertimbangannya dengan '.ikut sertanya pegawai negeri 
dalam parpol/golkar akan menganggu pegawai. negeri si
pil tersebut didalam melaksanakan tugas-tugasnya* 
Pejabat yang berwenang setelah menerima permohonan se
cara tertulis dari. pegawai negeri sipil yang bersang
kutan un.tuk menjadi anggota parpol/golkar,. berkewajib- 
an untuk. memberikaiL jawabannya. secara tertulis; pula - 
dalam waktu 21 (dua puluh satu ) hari terhitung sejak 
tanggal diterimanya surat permohonan tersebut* Dalam 
hal ini bila telah melampaui dari waktu yang telah di
tentukan, ternyata dalam hal ini bagi pejabat yang ber
wenang tidak sanksi yang dapat dikenakan terhadap di-
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rinya apabila telah melampaui batas waktu yang telah di- 
tentukan yaitu. setelah melampaui 21 (dua puluh satu)hari. 
2»Sarara - saran
a.hendaknya ada suatu sanksi yang dapat dikenakan. terha
dap diri seorang pejabat yang berwenang* dalam. hal mem- 
berikan izizn ataupun menolak untuk memberikan. izin,- 
pada pegawai negeri sipil yang telah mengajukani permo
honan untuk menjadi anggota parpol/golkar* apabila te
lah melampaui batas waktu yang ditetapkan* karena jawab 
an ataupun keputusan pejabat yang berwenang tersebut 
sangat penting dan. culup berarti bagi pegawai yang ber 
sangkutan tentang boleh tidaknya pegawai tersebut men- 
jadi anggota parpol/golkar.

b.hendaknya diberi suatu kebebasan pagi pegawai negeri - 
sipil untuk masuk dan menjadi anggota dari. parpol se- 
lairt golkar, apakah itu Partai Persatuan Pembangunan - 
ataii Partai Demokrasi Indonesia. Walaupun mereka berbei 
da dalam parpol, mereka tetap diikat dalam satu wadah
yakg sama,; sehingga dengan berbedanya mereka dalam 
partai politik tidak akan mempengaruhi keadaan yang 
lainnya* dan yang lebih penting keadaan ini lebih men.- 
cerminkan. bahwa hak mereka untuk menjadi anggota par
pol/golkar betul-betul sesuai dengan kehendak dirinya 
sendiri dan sesuai dengan hati miraninya*
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1................................................. ........................  (atasan (angsung).

2. Kepala Badan Adm inisUaii Kepegawaian Negara di Jakarta.

3................... ........................................................( pejabat Jain yang dipandang
perlu ).

4, Pertinggat.

disampaikan dengan hormatkepada .

’) Tutijlah njmi Pirui Pafitik atau gotongan Karva yafig akan dimtiuki
Oleh Pegswai Negeri Sipil yang berungkutan.

L A M P IR A N  II Surat Edaran Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara 
Nom or ‘ : 06 / SE  / 1976 
Tanggat : 9 Agustut 1976

T  A  «  &  A  -  T E  R I M  A  .
.1

Telah terima surat permintaan } » n  urituk menjadi anggota ' . .

......................................................... dari :

N  a m  a :.

N I P  
J a b a  t  a n 

Instanst tempat bekerja 

Alam at kantor 

Alam at rum ah

Yang menertma

*) Tuli* nami Partai PoHtik atau Gotongan Kary* yang akan dimMuki otoh 
Pagawai negarj Sipil yang twrwiflkutan. _____ _________________

* » (  i  K  

PHRt vir.TV-.fx A AN 
•ONlVERSi fAS AIRLAN'OOA"

s  U  a  A  B  A  V  A
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Kepegawaian Negara 
Nom or : 06/SE/1976 
Tanggal : 9 Agustus 1976.

S U R A T  IZ IN  ,
U N T U K  M E N JA O l A M G G O T A  

P A R T A I P O L IT IK  A T A U  G O L O N G A N  K A R Y A  
N O M O R  :

M E N T E R I/ P IM P IN A N / G U B E R N U R  K E P A L A  D A E R A H  T 1 N G K A T  
I/ D 1 R U T/ K E P A L A  * ) ............................................................................................

Membaea

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

tentang permohonan

Surat permohonan dari 
N  a m a 
J  a b a t a n
T a n g g a l.................................
untuk menjadi anggota*')

bahwa permohonan tersebut dapat d i^ b u lk a n , ka- 
rena tidak akan mengganggu kelancuian pelaksa- 
naan tugasnya.

1. Undang-undang Nom or 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian.

2. Undang-undang Nom or 3 Tahun 1975 tentang 
Parrai Politik dan Golongan Karya.

3. Peraturan Pemerintah Nom or 20 Tahun 1976 
tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Partai Politik atau Golongan Karya.

Surat Edaran Kepste Badan Administrasi Kepe
gawaian Negara N om or 06/SE/1976, tanggal 9 
Agustus 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

P E R T A M A ... J  . Merxib^rikacv izin kepada: ; . 

N  a m a

148

K E T 1 G A

K E E M P A T

Keanggotaan Pegawai Negeri Sipit yang ^bereang*
kutan d a la m * * )...............................................................
tidak boteh mengurangi kesetiaan dan ketaatan 
sepenuhnya terhadap Pancasila, U ndanrfUndang 
Dasar 1945. Negara dan Pemerintah sei^a tidak 
boleh mengganggu keiancaran pelaksanaap tugas- 

nya.
Apabila ketentuan sebagai tersebut di atas ailang- 
gar, maka surat izin ini akan dicabut xembaii.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dtte- 

tapkan.

Asli surat izin ini disampaikan kepada Peaawai 
Negeri Sipil Ya^9 berxangkutan untuk di^unakan 
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ........................................
Pada tanggal : ....................... ..........

M E N T E R ! / P IM P IN A N  / G U B fcR N U R  
K E P A L A  D A E R A H  T IN G K iA T  M -  

D tR U T  / K E P A L A * )

................................................................ >

T E M B U S A N : disampaikan dengan hormat kepada :
 ̂ .......................................................  (aiasan langsung)

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
3  ......................................................  (pejabat lain yang Jipan-

dang perlu).

....................................................................

* ) Coret yang tidak perlu ,
**) Tulis nama Partai Politik atau Golongan Karya y a n g  akan dima-

suki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
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' Ca MPIRAKi IV Surat Edaran Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara 
N om or : 06/SE/1976 
Tangglal : 9 Agustus 1976.

S U R A T  P E N O L A K A N  P E R M IN T A A N  IZ IN  
U N T U K  M E N J A D I A N G G O T A  P A R T A I P O L IT1 K  A T A U  

G O L O N G A N  K A R Y A .

M E N T E R I/ P IM P IN A N / G U B E R N U R  K E P A L A  D A E R A H  TING * 
K A T  1 / D fR U T/K E P A L A * ) ......................................................................

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Surat permohonan dari 

N  a m a 

N  I P

J a b a t a n

tanggal . ..............................

untuk menjadi a n g g o ta * * ^ ................... •.....................

a. bahwa permohonan tersebut tidak dapat dika- 
bulkan, karena akan dapat mengganggu kelan* 
caran pelaksanaan tugas sehari-hari.

tentang permohonan

1. Undang-undang N om or 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian.

2. Undang-undang N om or 3 Tahun 1976 tentang 
Partai Politik dan Gotongan Karya.

3. Peraturan Pemerintah N om or 20 Tahun 1976 
tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Partai Politik atau Goiongan Karya.

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepe* 
gawaian Negara N om or 06/SE/1976 tanggal 9 
Agustus 1976.
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M enetapkan

M E M U T U S K A N :

Menolak permintaan izin untuk menjadi anggoia * 
.................................  dari :

N a m a  

N I P

J a b a t a n  

A l a m a t
Asli surat penolakan permintaan izin ini^ disam
paikan kepada Pegawai Negeri Sip.1 yang bersang- 
kutan untuk digunakan sebagaimana mest.nya.

Ditetapkan dt ...................................
Pbda tanggal .................................

M E N T E R I / P IM P IN A N  / G U B E R n O r  
K E P A L A  D A E R A H  T I N G K A T  il/ 

D I R U T / K E P A L A  *>

T E M B U S A N  : disampaikan dengan hormat kepada .

 ̂ .............................. {atasan langsung)

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
...............  ( Pejabat lain yang dipandang

perlu ).

4. Partinggal> *

■{ S ahV3n^rnadPartaTrPontik atau Goiongan Karya yang
dimasuki oleh Pegawai Negeri SipiL yang bersangkutan.

1 ^ 1
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L A M P IR A N  V  Surat Edsrsn Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara 
Nom or :06/SE/1976 
Tanggal : 9 Agustus 1976.

S U R A T  P E N C A B U T A N  IZ IN  
M E N JA D I A N G G O T A  

P A R T A I  P O L IT IK  A T A U  G O L O N G A N  K A R Y A  
N O M O R  ..................................

M E N T E R I/ P IM P IN A N / G U B E R N U R  K E P A L A  D A E R A H  T IN G - 
K A T  l / D I R U T / K E P A L A * ) ....................................................................

Menimbang ; a. bahwa dengan surat izin N o m o r .......................
tanggal . . .............................. telah diberikan

izin kepada :

N  a m a :

N I P

J  a b a t a n :

untuk menjadi anggota**) ...................................

b. bahwa berdasarkan laporar> yang diteiima, ke
anggotaan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas 
dalam**! ...................................................................
mengganggu keiancaran pelaksanaan tugasnya.

c. bahwa untuk kepentingan jabatan dipandang 
perlu mencabut izin yang telah diberikan kepa
da Pegawai • Negeri Sipil yang bersangkutan.

Mengingat : 1 . Undang-undang Nom or 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegov^ian.

2. Undang-undang Nom or 3 Tahun 1975 tentang 
Partai Politik dan Golongan Karya.

3. Peraturan Pem erin#h Nom or 20 Tahun 1976 
tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipi! da- 
lam Partai Politik atau Golongan Karya.
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Memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepe - 
gawaian Negara Nom or 06/SE/1976 tanggal 9 
Agustus 1976.

M E M U T U S K A N :

M enetapkan

P E R T A M A

K E D U A

Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku 
lagi surat izin menjadi anggota**) ...........................

Nom or ..............................  tanggal ..................
yang diberikan kepada :

N a m a

N I P

J a b a t a n  

A I  a m a t

Surat pencabutan izin ini mulai berlaku sejaM 
tanggal ditetapkan.

A S L I surat pencabutan izin ini disampaikan kepadd 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untu^ 
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mesti1 
nya.

Ditetapkan di 
Pada tanggal

M E N T E R I / P IM P IN A N  / G U B E R N U fi 
K E P A L A  D A E R A H  T I N G K A T  1 1 

D IR U T / K E P A L A * )

T E M B U S A N ; disampaikan dengan hormat kepada :
1  (atasan langsung)
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3 ..................................................................  (Pejabat lain yang dipandang perlu).

4. Pertinggal.

* ) Coret yang tidak perlu.
**) Tulis nama Partai Politik atau golongan Karya yang dimasuki olen

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
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L A M P IR A N  V I Surat Edaran Badan Administrasi T E M B U S A N  : disampaikan dengan hormat kepada :

Kepegawaian Negara 
N om or : 06/SE/1976 
Tanggal : 9 Agustus 1976. 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.

1 . . .

( Pejabat yang dipandang

(atasan langsung)

tanggal

3 ........................
perlu ).

4 . Pertinggal.

K e p a d a

Y th .

di

S U R A T  P E M B E R IT A H U A N .

Y ang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a 
N I P

' Jabatan / Pekerjaan :

Alam at Kantor 

Alam at Rumah

Berdasarkan Undang-undang Nom or 3 Tahun 1975, Pasal 8 ayat (2) 
huruf a yo  Peraturan Pemerintah Nom or 20 Tahun 1976, dengan ini 
memberitahukan dengan hormat kepada Saudara, bahwa saya hendak
menjadi anggota*) ..... ....................................... ....................................................

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa de
ngan masuknya saya menjadi anggota*) ..........................................................
tidak akan mengurangi kesetiaan dan ketaatan saya sepenuhnya ter- 
hadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah 
serta tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas saya.

Demikianlah surat pemberitahuan ini saya buat dengan sesung- 
guhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat 

Surat Pemberitahuan.

>■
* ) Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan

dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
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L A M P IR A N  V II  Surat Edaran Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara 
Nom or : 06/SE/1976 
Tanggal : 9 Agustus 1976.

................................... tanggal

N om or : K e p a d a
Perihal : Penerimaan surat Y th  

pemberitahuan  ..
------- —  -  ■ di

Dengan tni diberitahukan. bahwa surat Saudara tang-
flal ........................................................ tentang pemberitahuan

keanggotaan Saudara dalam*) ....................................................
telah kami terima tanggal................................... , ..........................

Demikian untuk dimaklumi.

.............................................................................‘ * 1

( ............................................... )
N I P . : ...................................

) Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan
dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**) Jabatan dari Pejabat yang berwenang.
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L A M H IH A N  V III  Surat Edaran Badan Adminiitrasi 
Kepegawaian Negara 
Nom or : 06/SE/1976 
Tanggal : .9 Agustus 1976.

............................ tanggal ...........................

K e p a d a

• Y th . 1. . . .  ^ ................. (Pinjpinan
Partai Politik atau Golongan 
Karya yang bersangkutan).

2 ............................... (Pejabat yang
berwenang)
di

S U R A T  P E R N Y A T A A N

Yang bertanda tangan di bawah ini 

N a m a  

N I P
Jabatan/Pekerjaan
Instansi tempat bekerja :

Alamat Kantor :
Aiamat Rum ah :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwn mulai tanggal . .  ,

.................................saya telah keluar dari dan tidak lagi menjadi anggota*)

.............................................................................................................................i ............

Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk dapat dip^rguna- 

kan sebagaimana mestinya. ’

Yang mernbuat pernyataan

)
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. uisompaikan dengan hormat kepada :

^ ........................................................................... (atasan langsung)

2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta 
3

perlu ) ......................................................... (Pejabat lain yang dipandang

4. PertinggaJ.

Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karva v:.nn nrr „
galkan oleh Pegawai Negeri Sipil yang befsangkuTan 9 *
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L A M P IR A N  IX Surat Edaran Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara 
Nomor : 06/SE/1976 
Tanggal : 9 Agustus 1976

K E P U T U S A N  .........................................
N O M O R  : . ..................................

M E N TE R I/P IM P IN A N / G U B E R N U R  K E P A L A  D A E R A H  tT IN G - 
K A T  l/ D IR U T / K E P A L A * ) .....................................................

T E N T A N G
P E N D E L E G A S IA N  W E W E N A N G  P E L A K S A N A A N  PP N O M O R  20

T A H U N  1976.

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

bahwa dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat 
yang diberi wewenang untuk memperlancar pelak
sanaan PP Nom or 20 Tahun 1976-

1. Undang-undang Nom or 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nom or 55, Tambahan Lembaran 
Negarn Nomor 3041). 1

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang 
Partai Politik dan Golongan Karya (Lerribaran 
Negara Tahun 1975 Nom or 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nom or 3062).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lem
baran Negara Tahun 1975 Nom or 26, Tam  whan 
Lembaran Negara Nomor 3058).

4. Peraturan Pemerintah Nom or 20 Tahun 1976 
tentang Keanggotaan Pegawai NegeriSipil dalam 
Partai Politik atau Golongan Karya {Lembaran 
Negara Tahun 1976 Nom or 43, TambahaniLem- 
baran Negara Nom or 3089). 1

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi kepe
gawaian Negara N om or 06/SE/1976 tanggal 9 
Agustus 1976. '
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M E M U T U S K A N :

Menetapkan : K E P U T U S A N  M E N TE R I/ P IM P IN A N / G U B E R N U R  
K E P A L A  D A E R A H  T I N G K A T  l/ D IR U T / K E P A L A
*>..............................................................................

T E N T A N G  P E N D E L E G A S IA N  w e w e n a n g  PE- 
L A K S A N A A N  PP N O M O P 20 T A H U N  1976.

Pasal 1.

Kepada para pejabat**)

a..................................................................................................

b .................................................................................................

c............................................................................dan sete-

rusnya diberikan wewenang untuk menyelesaikan 
keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan 
kekuasaannya masing-masing dalam Partai Politik 
atau Golongan Karya.

Pasal 2.

Penyelesaian keanggotaan Pegawai Negeri Sipil da
lam Partai Politik dan Golongan Karya yang di- 
maksud dalam Pasal 1, meliputi :

a. menerima permintaan izin dari, memberi izin 
kepada, menolak permintaan izin dari, dan men
cabut izin dari Pegawai Negeri Sipil yang me- 
megang jabatan***) :

1 ....................................................................... ' .................

2 ...................................................................................................................................................................................................

3 ......................................................... dan seterusnya

b. menerima surat pemberitahuan dari Pegawai 
Negeri Sipil yang bukan memega'ng jabatan 
tertentu.

c. memberikan surat pernyataan tentang peneri- 
maan surat pemberitahuan.

. d. menerima surat pernyataan keluar dari Partai 

Politik ata.. Golongan Karya.
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap

kan.

Pasal 4.

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat! yang 
berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksana- 

kan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ................
Pada tanggal : . • • • • • •

M E N T E R l / P IM P IN A N  I G U B E ^ N U R  
K E P A L A  D A E R A H  T I N G K A T  1/ 
D I R U T / K E P A L A * )..................

T E M B U S A N  : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada

1 .................................................................................................

2......................................................................  .............
...........................................................................................

) Tulistah nama jabatan yang memberikan delegasi wewenartg & co- 

ret yang tidak perlu.

'y a n g 's ,  dide.egasiKan weWenan9

penyelesaiannya.
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LAMPIRAN X SVJRAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTI 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 08 / SE 1 1076 
TANGGAL : »  AGUSTUS W 76

O AFTAfl PEGAWAI NEGERI StPlu YANG MEMEGANO JABATAN TeR TEN TU  VANO DENGAN IZIN 
PEJABAT VANQ BERWENANO MENJAOI ANGGOTA PARTAI f Q U T IK  A TAU OOLOHOAN KARYA

1NSTANSI :

Ha N » m » Nip

Ptngkjl/ 

Golonfwi 
Hunt|

Jtbiltn

lruUnti 
Tim pit 
Bikirji

A l i m t i

Annoti dvl

Sunt -  libi

P«rub«h*n KlttlMpft
Rumih Ktnln

Pii«b*t yin*
Mlmbtrl Izin No. Ttnfgil

1 2 3 4 S 6 7 « 9 tt 13 14

LAMPIRAN XI : SURAT EDARAN KEPALA BAOAN ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOW •• «  I SE i
TANGGAL : »  AGUSTUS 1976 _________

INSTANSI :

No.

O
U

H i m Nip

Pangkit/

Golonjin
Hum;

Jrtiwn

Iniunit
Tnnp»t

U i m l

Rumih

7

Km\«
Aimtoa
Q«ri

Suttt PitntMritihuan

Tjl. Sural

10

Trf. Pinitv 
rr.iin

PwtUWin

12

K«ti<>npn

13
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164 LAMPIRAN XII : SURAT EDARAN KEPALA BAOAN ADMINISTRi 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 04 ( «  f « 7 8  
TANGGAL : g A CUSTUI Idle

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL VANO MENJAOI ANGGOTA 
..  . PARTAI POLITIK A TA U  GOLONGAN KAHYA 

INSTANSI : " "  ■
JANG KA WAKTU :

No.
ftngkit/ 
Golanjpn

Ptm I OtmoKml Indonui* P*rt*i PMnltim Ptmlwigunin Golongan Xiryi i  » m 1 ■ h

Autnf (tin Ptmbtrv

bhutn
Juml*h liln Pimbtrf-

Uhlun
Jumtrfi (tin Pimbart-

Uhum
Jurats Izin Ptmhtri-

IlillJM
JumWi

Kitmnfan

1 1 3 * 5 6 7 1 9 10 11 1? 1} 14 15

Jumlih

* Cotst tidaV. portu.

M«attrl/Plmpfntn/Gubfmur KOH Tk. l/Olrut/K«p»li

< ........................... )

LAMPIRAN XIII : SURAT EOARAN KEPALA BAOAN ADMINISTRASI 
KEPtGAWMAN NEGARA 
NOMOR : 00 / S6 / 1978 
TANGGAL : B AGUSTUS 1876_________________

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH  MENJAOI ' '
ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA TETAPI KEMUDIAN KARENA 
SESUATU 5EBAB DICASUT IZINNYA? A TA U  MENYATAKAN DIRINYA KELUAR OARI

KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA INSTANSI : 
--------------------------------------------— ----------- — ------------------------------------------------------------------------ --- ------------—  JANGKA WAKTU :

No.
Pingkit / 
Col gn gin 
Ruing.

Parts! Oimokmi Indonaiia Partai PimhmguMn Indonaiia Galongan Karya J u m l i h

KtWinginPane*-
butin

Ilin

Pimytuan
Kalutr

Ximl»h
Panca-
tutin
liln

Pamyata- 
in Ktluir

Jumlah
Panca-
botin
Jiin

Parnyatwr
Klluir

Jumlih

Plnci-
tMHn

Irin

PtmyotMn
Kilutr

Jumlih

1 1 3 4 5 6 7 9 9 10 11 n 13 H 15

-

---

Jumlih

* Com yang ti4«k ptriu .....................................................
Mtnuri/Pimplnin/Gubarnur KOH Tk. I/Oinit/Kiptk *

o>
<..................................... I
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